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BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian
terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah
daerah diatur dengan peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan
Publik Tertentu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan

6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



10.

11.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
perpajakan daerah.

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah sebelum memberikan layanan public tertentu untuk memperoleh
keterangan status wajib pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka pelaksanaan Status Konfirmasi Wajib Pajak atas layanan
public tertentu kepada perangkat daerah.

Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data wajib pajak dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum
memberikan layanan publik tertentu.

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara online melalui sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Dalam hal keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan tidak valid maka wajib harus menyelesaikan kewajiban untuk
mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

Pemerintah Daerah menerbitkan informasi Status Wajib Pajak atas keterangan
Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian dan
validasi data.

Pasal 3

Pemerintah Daerah akan mengirimkan Keterangan status Wajib Pajak yang

berisi informasi tentang:

a. status Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD).

b. laporan surat pemberitahuan pajak daerah sudah disampaikan.

c. pajak terutang sudah terbayar.

Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

BAB III
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.

b.

semua jenis izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Camat penyelenggara PATEN.

semua jenis pelayanan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



c. semua jenis pelayanan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah.
d. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada
Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB IV
STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi
Status Wajib Pajak Valid dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ttd,
ZULKIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1 003



